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P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.TR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

      Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada tingkat  pertama,  dalam persidangan Majelis  telah  menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir,  Tanjung Redeb, 6 Desember 1992, umur 25

tahun,  agama  Islam,  Pendidikan  SMA,  pekerjaan  Mengurus

Rumah Tangga, bertempat tinggal  di  Kabupaten Berau,  sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, tarakan, 26 Februari 1984 Desember 1992, umur

33  tahun,  agama  Islam,  Pendidikan  SMA,  pekerjaan  PNS

Dispenda  (Samsat  Pasar  Aji  Dilayas),  bertempat  tinggal  di

Kabupaten Berau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat  gugatan  tertanggal

03 Januari 2018  yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung

Redeb  dengan  Nomor  13/Pdt.G/2018/PA.TR.,  pada  tanggal  03  Januari  2018

dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami

isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau

pada tanggal 22 September 2016, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor:  0244/034/IX/2016,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 22 September 2017;
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2. Bahwa  pada  saat  menikah,  Penggugat  berstatus

perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda dengan 2 orang anak;

3. Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dengan

Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Murjani

1, rumah Dinas Samsat;

4. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan

Tergugat telah dikaruniai  seorang anak dan anak tersebut saat ini diasuh

oleh Penggugat;

5. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak rukun dan harmonis,  sering terjadi  pertengkaran yang

disebabkan oleh;

 Tergugat  sering  memukul  Penggugat  saat

bertengkar;

 Tergugat  sering  melarang  Penggugat  untuk

menjenguk orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas;

 Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan

lain, yang Penggugat ketahui dari SMS di HP Tergugat dan pengakuan

Tergugat sendiri;

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember

2017  saatmana  Tergugat  baru  tiba  dari  Samarinda,  kemudian  Tergugat

memarahi dan memukul Penggugat karena Penggugat mengadukan bahwa

Penggugat  mengaku  kehilangan  uang  dirumah  pada  beberapa  malam

sebelum pertengkaraan, yang mana waktu itu Tergugat  sedang pergi ke

Samarinda,  Penggugat  ditemani  oleh  perempuan  yang  disuruh  Tergugat

untuk mememani dirumah. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi

meninggalkan Tergugat kerumah orangtua Penggugat, dan tinggal dirumah

orangtua Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal selama 2 hari dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya

suami istri selama 2 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun

dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan

Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq.
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Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  kiranya  berkenan

untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai

berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  Talak  satu  bain  sugra  dari  Tergugat,  Tergugat  terhadap

Penggugat, Penggugat;

3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang

berlaku;

Subsider  :  Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  seadil-

adilnya;

Menimbang bahwa pada hari  sidang yang telah  ditentukan Penggugat

telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat tidak  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk

datang menghadap di  persidangan walaupun menurut  berita acara panggilan

yang  dibuat  oleh  Jurusita  Pengadilan  Agama  Tanjung  Redeb  Nomor

13/Pdt.G/2018/PA.TR, pada tanggal  10 Januari  2018, Tergugat telah dipanggil

dengan  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut

berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat

agar  rukun  kembali dengan Tergugat, ternyata  usaha  tersebut berhasil,  dan

Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini  maka

semua  hal  yang termuat dalam berita  acara  sidang  merupakan bagian  yang

tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan  permohonan  Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan

antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  berdasarkan  Pasal  49  huruf  (a)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara  a quo

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka Pengadilan

Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini; 

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan Penggugat dan Tergugat

adalah suami  isteri  yang sah  dan pernikahannya telah  tercatatkan  di  Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb,  Kabupaten Berau, dengan

demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai

gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari  sidang yang telah  ditentukan Penggugat

telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk

datang menghadap di  persidangan walaupun menurut  berita acara panggilan

yang  dibuat  oleh  Jurusita  Pengadilan  Agama  Tanjung  Redeb  Nomor

13/Pdt.G/2018/PA.TR, pada tanggal 10 Januari 2018, Tergugat telah dipanggil

dengan  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut

berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  menyatakan  kepada

Majelis  Hakim  mencabut  perkaranya,  maka  berdasarkan  Pasal  271  Rv.

pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89  ayat  (1) Undang-undang No. 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009,  maka semua biaya yang timbul  akibat  perkara  ini  dibebankan kepada

Penggugat; 

Mengingat segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan Penggugat  untuk

mencabut perkaranya;
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2. Menyatakan  perkara  nomor  13/Pdt.G/2018/PA.TR,

dicabut;

3. Membebankan  biaya perkara ini  kepada Penggugat

yang hingga kini dihitung  sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus  sembilan puluh

satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini  ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 18 Januari  2018,

bertepatan  dengan  tanggal  01 Jumadil  Awwal  1439  Hijriyah,  oleh  kami  H.

Helman Fajry, S.HI., M.HI., sebagai  Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.HI.,

S.H.,  M.HI.,  dan  Imam  Safi’i,  S.HI.,  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota.  Penetapan  mana  pada  hari  itu  juga  diucapkan  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hakim  Anggota  tersebut  dan  dibantu  H.  Kamdani,  S.H.,  sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.HI.

Ketua Majelis,

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI’I, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

H. KAMDANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp   30.000,00

2. Biaya Proses : Rp   50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp     5.000,00
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5.   Biaya   M  e  terai                              : Rp         6.000,  00  

   Jumlah                      Rp 291.000,00 

   (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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